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I. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang
Pcmbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Surnatera
Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lcmbaran NegaraRepuhlik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelahdiubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang.
Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaral'~
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 1ft(.

5. Peraturan Pemerintah f

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Unda~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana Lelah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang ten tang Rencana Kerja
Pernerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
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Dalanl Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pcrnerintah Kola Palembang.
2. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palcmbang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang,
4. Kepala l:3adan Pcrcncanaan Pernbangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan adalah Kcpala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
PengembanganKala Palembang.

5. lnspcktur adalah lnspektur Kola Palembang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah

adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kora Palemhang.

7. Perangkat Daerah adalah Badan, Vinas, Bagian, Ruman
Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kccamatan dan Perangkat Dacrah lain di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

8. Rencana Pemhangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palembang, yang selanjutnya clisehut RP.JMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk pcriodc
5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan
tahun 2018.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan Nasional uruuk pcriode 1
(satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pcmcrintah Daerah Kota Palembang, yang
sctanjumya disebut RKPD adulah dokumcn perencanaan
Kota Palembang untuk periode 1 (satu] tahun yaitu tahun
2018 yang dirnulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan
bcrakhir pada tanggal 31 Desember2018.

Pasal 1

Menetapkan . PERATURAN WI\1.1 KOTA TENTANG RENCI\NI\ KERJA
PEMERINTAHDAERAII TABUN ANOGI\RI\N 2018

5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rcncana Pernbangunan Daerah (Lcmbaran
Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Walikota Palernbang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tala Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pernbangunan Daerah (Berita Dacrah Kala PalernbangTahun
2016 NomOI'6);

MF:MUTUSKAN:



a. Pernerintah Kota menggunakan RKPD sebagai bahan untuk
menyusun rancangan KUATahun 2018 dan rancangan PPAS
Tahun 2018.

b. rancangan KU/\ Tahun 2018 dan rancangan PPAS Tahun
2018 merupakan rnateri pokok yang diajukan kepada nPRD
yang berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendanutuan
RancanganAPBDTahun Anggaran 2018.

c. KUA APBD Tahun 2018 dan PPASTahu n 2018 yang telah
dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan
DPRD dituangkan dalam nota kcscpakatan yang
ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4 1ll:
f

Dalam rangka penyusunan Rancangan API:lDTahUD Anggaran
2018:

Pasal S

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tercantum
dalam lampiran yang rnerupakan hagian yang udak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) RKPDsebagaimanadimaksud pada ayat (1), menjadi:
a. acuan bagi Perangkat Daerah dalarn penyusunan rencana

kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
b. pedornan bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan

RancanganAPDDTahun Anggaran 2018.

(1) RKPD merupakan pcnjabaran dari RPJMD dan mcngacu
pada RKP. memuat rancangan kcrangka ckonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, reneana kcrja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah KOlamaupun yang ditempuh dcngan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 2

II. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya
disingkat APBD adalah rencanu keuangan tahunan
pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemcrintah KOla dan DPRD dan ditctapkan dengan
Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA-APnn adalah dokurnen
yang mernuat kebijakan bidang pcndapatan, belanja dan
pcmbiayaan serta asumsi yang mcndasarinya untuk periode
I (satu) tahun,

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan balas maksirnal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam pcnyusunan Rencana Kelja dan Anggaran Perangkat
Daerah setelah disepakati dengan DPRD.
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Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang rnengctahuinya, memcrintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya
dalarn Oerita Daerah Kota Palembang.

Pasal6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kcrja dan anggaran yang
berisi uraian tcntang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
dari masing-rnastng target sasaran yang telah ditetapkan
daJam RPJMO.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan
kepada Kepala Oadan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengcmbangan, Inspektur dan KepaJaBadan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daernh paling larnbat 14
(cmpat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutun.

(3) Laporan kincrja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi anaJisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bcrsangkutan,

Pasal5

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ2 ayat (2)
huruf b, berbcda dcngan KUA APBD dan PPASTahun Anggaran
2018 hasil pcmbanasan dengan DPRD maka KUA-APRD dan
PPASTahun Anggaran 2018 basil pernhahasan dcngan DPRD
menjadi pcdoman bagi Pernerintah Kola dalam mcnyusun
Rancangan APSD Tahun Anggaran 2018.

PasaJ 4




